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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahakan dan diperkarakan dan sebagainya). 

Tanggung jawab hukum (legal liability) menurut Black’s Law Dictonary 

mempunyai arti: “Liability which court recognize and enforce as between 

parties litigant.” Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan 

bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 1 

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau 

moral dalam melakukan suatu perbuatan.2 

Pengertian tanggung jawab negara merujuk pada Dictionary of  Law 

adalah: “Obligation of a state to make reparation arising from a failure to 

comply with a legal obligation under internasiol law.”3 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas 

culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas 

kesahalan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan 

 
 

1 Andi Hamzah, 2006, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49 
2 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, .hlm 
3 Elizabeth A.Martin ed., 2002, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 

hlm. 477. 
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dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep 

berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun 

dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban 

pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (error facti) 

maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah 

satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu 

patut dipersalahkan kepadanya.4 

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu 

mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabakan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 

Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukanyaitu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undan- 

undang. 

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 

melakukan tindakpidana atau melawan hukum, sebagai mana dirumuskan 

dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan 

perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang melakukan 

perbuatan pidana akan mempertanggungjawabakan perbuatan tersebut dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan 

orang tersebut. 

 

4Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 23. 
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Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang 

bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa 

damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana. 

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana 

harus digunakan untuk mewujudkan masyarkat adil dan makmur merata 

materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau 

menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan 

sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya 

dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada 

kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya. 

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus 

mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis kesengajaan 

(opzet) dan kelalaian (culpa). 

1. Kesengajaan (opzet) 

 

Sesuai teori hukum pidana Indonesia kesengajaan terdiri dari tiga 

macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan 

 

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat 

dipertanggungjawabakan dan mudah dapat dimengerti oleh 
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khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu 

tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena 

dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, bearti sipelaku 

benar-benar menghendaki mencapai sautu akibat yang menjadi 

pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 

 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, 

tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan  mengikuti 

perbuatan itu. 

c. Kesengajaan secra keinsyafan kemungkinan 

 

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu 

kepastian akan terjadi akibat yang bersankutan, melainkan hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari 

kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.5 

2. Kelalaian (culpa) 

 

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun 

juga culpa dipandang lebih ringan dibanding sengaja, oleh karena itu 

delik culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan 

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik 

 
5Ibid, hlm. 46. 
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kelalaian yang menimbulkan akaibat dan tidak menimbulkan akibat, 

tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian 

itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu 

kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka 

diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak tidak perlu menimbulkan 

akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.6 

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

berkaitan dengan sebuah putusan yang menjadi seorang terdakwa adalah 

pegawai Bank Sumsel Babel yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya 

untuk kepentigan pribadi yang sangat merugikan pihak nasabah. Putusan ini 

diputus di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara.315 

K/Pid.Sus/2013 penulis akan mengkaji tentang PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PEGAWAI BANK SUMSEL BABEL YANG MERUBAH 

LAPORAN PEMBUKUAN (STUDI KASUS PN PALEMBANG NO.315 

K/Pid.Sus/2013) 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan 

dibahas adalah: 

1. Bagaimana pertanggung jawaban tindak Pidana yang dilakukan oleh 

Pegawai Bank Sumsel Babel yang merubah laporan pembukuan? 

2. Apakah yang menjadi hambatan pembuktian tindak pidana yang dilakukan 

Pegawai Bank Sumsel Babel yang merubah laporan pembukuan? 

 
 

6Ibid, hlm 46 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Ruang Lingkup dan Tujuan dalam penelitian skripsi ini dibatasi dengan 

memfokuskan pokok bahasan terhadap pertanggung jawaban Tindak Pidana 

Perbankan yang dilakukan oleh Pegawai Bank serta faktor apa saja yang 

menjadi hambatan dalam pembuktian Tindak Pidana Perbankan yang 

dilakukan oleh Pegawai Bank. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak menjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah 

ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan 

dengan judul skripsi sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahakan dan diperkarakan dan 

sebagainya).7 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum, 

 

 

 

 

 

7 Ebta.Setiawan, 2019, KBBI Daring, https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html, Jumat 18 

Oktober Pukul 05.32 WIB. 

https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html
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subjek bearti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan.8 

2. Pidana: Berikut ini Pengetian Pidana Menurut para Ahli: 

 

Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang 

bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang  

berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai 

penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang 

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 

suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 

3. Pembukuan: proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar.9 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Sifat dan Materi Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak 

mengetahuai pertanggungjawaban pidana pegawai Bank Sumsel Babel 

yang merubah laporan pembukuan studi kasus PN Palembang No.315 

K/Pid.Sus/2013) 

Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau 

menerangkan peristiwa berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, sedangkan materi 

penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain 

adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan 

 

8Hans Kalsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo 

Persada Bandung, hlm 95. 
9Ebta.Setiawan, KBBI Daring, https://kbbi.web.id/pembukuan.html, Jumat 18 Oktober 

Pukul 05.50 

https://kbbi.web.id/pembukuan.html
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penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 

apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.10 Atau dengan kata 

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 

atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah 

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.11 

2. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.12 

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan 

wawancara kepada; Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang 

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai 

data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian 

ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka 

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.13 Data 

 

 

 

 

 
hlm, 15 

hlm.16 

10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, 

 
11 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 

 
 

12Amirudin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm.30 
13Marzuki, 1983, Metodelogi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm.56 
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sekunder mencakup buku, hasil penelitan yang berwujud laporan dan 

seterusnya.14 

3. Alat Pengumpulan Data 

 

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik 

karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan 

adalah: 

a. Wawancara Langsung 

 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 

peneitian kepada responden.15 Wawancara langsung dalam 

pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, 

dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua 

pertanyaandisusun secara sitematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu 

hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari 

sumber yangditetapkan sebelumya. Wawancara tersebut semua 

keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau 

direkam dengan baik.16 Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

 

14 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, hlm.12 
15Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, 

Depok, hlm.82 
16 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, 

Bandung, hlm. 167-168 
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keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan 

informasi yang akurat dari narasumber yang kompeten.17 

b. Library Reasearch 

 

Yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya 

mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum 

sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan 

melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, 

ensiklopedia tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam 

penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.18 

4. Analisis Data 

 

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan 

adalah analisis kualitatis, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah akan dibahas. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa bab 

dimana masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri 

namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara 

sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya ke 

dalam 4 bab, yaitu: 

 

 

 

 
17 Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95 
18Johni Ibrahim, 2005, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Publishing, 

Jakarta, hlm.241-242 
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Bab I: PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan 

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini terdiri dari: 

 

1. Pengertian Pertanggungjawaban 

 

2. Macam-Macam Tanggung Jawab 

 

3. Tanggung Jawab Pidana 

 

4. Pengertian Bank Sumsel 

 

5. Sifat Laporan Keuangan Bnak 

 

Bab III: PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini terdiri dari: 

 

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana yang dilakukan oleh 

Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan 

2. Hambatan pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan 

 

Pegawai Bank Sumsel Babel yang Merubah Laporan Pembukuan 

 

Bab IV: PENUTUP 

 

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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